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2021 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berinvestasi

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (5), Pasal
36 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Berinvestasi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



CATATAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330), Peraturan Presiden Nomor
97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221), Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
128), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930), dan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Timur Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 143).

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai ketentuan umum, diatur mengenai
ruang lingkup, diatur mengenai klasifikasi dan batasan, diatur mengenai tata cara
permohonan, diatur mengenai tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif
dan kemudahan penanaman modal, diatur mengenai dasar penilaian dan
pembobotan, diatur mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi, diatur
mengenai pembinaan dan pengawasan, dan diatur mengenai ketentuan
penutup.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November
2025.



